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BUPATI LAMONGAN 

JAWABAN EKSEKUTIF 

TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PADA RAPAT PARIPURNA TAHUN 51DANG 2009 

DALAM PEMBAHASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2008 

Assalamu'alaikum Wr,Wb. 

YTH, - Saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Lamongan; 

Saudara Anggota Dewan PerwakiJan Rakyat 

Daerah Kabupaten Lamongan; 

Saudara Anggota Muspida Kabupaten Lamongan, 

hadirin dan undangan yang berbahagia. 



Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Hadirat 

Allah SWT, karena atas segala Rahmat dan KarunfaNya, kita 

masih diberi kesempalan untuk dapat melaksanakan tugas dan 

kewajiban kenegaraan dalam rangka pembahasan Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. 

Perkenankanlah kami atas nama Pemerintah Kabupaten 

Lamongan, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Lamongan atas pandangan dan penilaian terhadap 

penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2008 beserta dokumen -

dokumennya yang telah saya sampaikan pada tanggal 22 Mel 

2009 yang lalu* Atas pandangan dan peniiaian melalui semua 

fraksi yang dibacakan pada tanggal 28 Mei 2009 merupakan 

masukan yang sangat berharga dengan satu tujuan un^k lebih 

meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan APBD dikemudian had. 

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

sebagaimana kita ketahui bersama merupakan sikKjs teraldiir dari 

proses pelaksanaan keuangan daerah. Perlu disampaikan bahwa 
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laporan yang telah disampaikan kepada Dewan Yang Terhormat, 

telah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. BPK 

RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan 

Keuangan yang mengharuskan BPK RI merencanakan dan 

melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyaklnan 

memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah sajl material. 

Suatu pemeriksaan meiiputi peniiaian atas dasar pengujian bukti-

bukti yang mendukung jumlah - jumlah, dan pengungkapan 

dalam laporan keuangan, Pemeriksaan juga meiiputi peniiaian 

Standar Akuntansi Pemerirrtahan yang dlgunakan dan estimasi 

signifikar yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. 

Pada langgal 27 Mei 2009 yang laiu, Kabupaten Lamongan telah 

mendapatkan Anugerah Otonomi Award, yakni Grand Category 

untuk Daerah Dengan Terobosan Paling Henonjol Bidang 

Pembangunan Ekonomi dan Special Category untuk Daerah 

Dengan Terobosan Inovatrf Bidang Pemerataan Ekonomi. In! 

berarti selama ada pemlaian Otonomi Award yang dilakukan oieh 

Jawa Pos Institute, Kabupaten Lamongan telah mendapatkan 8 

kali anugerah. 
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PresCasI yang kita rafh ini merupakan kerja keras semua pihak. 

Namun ha! ini semuanya bermuara pada satu misi terpenting 

yang harus di emban oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, 

yakni menciptakan kemajuan di semua bidang, meningkatkan 

kesejahteraan, mengurangl kemiskinan dan memperfuas iapangan 

kerja. Prestasi adalah suatu pengakuan dari pihak lain yang 

memberikan peniiaian secara fair atas pelaksanaan pemerintahan 

yang telah Wta iakukan. Dengan prestasi ini marilah kita semua 

berkonsentrasi untuk bekerja keras dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dan mewujudkan Lamongan yang lebih balk 

dan maju. 

Stdang Dewan Yang Terhormat, 

Atas langgapan, peniiaian dan pertanyaan yang 

disampaikan oleh Dewan Yang Terhormat, saya sampaikan 

ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fraksi-Fraksi 

yang masing-masing disampaikan oleh : 

1, Yang Terhormat Saudara Hj. NINGSIH MUSYAFA'AH dari Fraksi 

Kebangkitan Bangsa. 

2. Yang Terhormat Saudara Drs. MAT ISKAN dari Fraksi Partal 

Amanat NasionaJ. 
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3. Yang Terhormat Saudara NTPBTANTO, SE. dari Fraksi Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan 

4. Yang Terhormat Saudara H. PURWADI, SH dari Fraksi Partai 

Goiongan Karya 

Selanjutnya perkenankanlah saya menyampaikan Jawaban 

dan atau tanggapan atas pendapat, pemikiran, saran dan 

himbauan serta pertanyaan yang terhormat Fraksi-Fraksi Dewan 

yang saya rangkum dalam bidang-bidang, sebagai berikut: 

I. LAPORAN REAUSASI ANGGARAN 

A. PENDAPATAN DAERAH 

1. Terhadap permohonan penjeiasan Fraksi Kebangkitan 

Bangsa tentang penurunan penerlmaan Dana Penyesuaian 

pada tahun 2008 dibanding tahun 2007, dapat disampaikan 

bahwa pada tahun 2007 disamping menerima Oana 

Penyesuaian Infrastruktur juga menerima dana Anggaran 

Biaya Tambahan (ABT) dari Pemerintah Pusat untuk 

penanganan prasarana pasca bencana aiam, dan Oana 

Penyesuaian Tunjangan Pendidikan, Sedangkan untuk 

penerimaan dana penyesuaian pada tahun 2008 diperoleh 
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darr dana penyesuaian tunjangan kependidikan dan dana 

penyesuaian Aiokasi Cukai Tembakau. 

2. Berkaitan dengan Permintaan penjeiasan dari Fraksi Partal 

Amanat Nasional tentang adanya penurunan realisasi 

penerlmaan dari pengembalian PPh 21, bal tersebut dapat 

dijeleskan bahwa pada tahun 2007, ada penerimaan dar) 

Restllusi Pajak dan penerlmaan dari pengembalian 

Tujangan KomunlkasI Itensif (TYl). Selanjutnya untuk 

penerimaan dari Laln-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

akan tetap terus diupayakaa peningkatannya. 

3. Terhadap permohonan penjeiasan Fraksi Partai Amanat 

Nasional tentang terjadinya penurunan pada bagi hasil 

iainnya dari Pemerintah Propinsi apab=la dibandlngkan 

dengan penerlmaan pada tahun lalu, hal tersebut dapat 

dijeiaskan bahwa di tahun 2008 tidak add penerimaan dari 

Bagi Hasil Ijin Menetap Tenaga Asing (IMTA). 

4. Atas permintaan penjeiasan Fraksi Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan terhadap penurunan derajat kinerja 

pendapatan ask daerah tahun 2008 blla dibandlngkan 

dengan tahun 2007 disebabkan beberapa faktor diantaranya 
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adalah adanya peningkatan pendapatan dari Wisata Bahari 

Lamongan ditahun 2007. Sdain itu daiam tahun 2007 

adanya penerlmaan dari Restitusi PPh 21 dan pengembalian 

Tunjangan Komunikasi Intensif. Hal ini juga berdampak 

besarnya prosentase capian realisasi Pendapatan Asli 

Daerah pada tahun 200S dibandlngkan dengan capaian 

tahun 2007. 

5. Disampaikan terima kasih atas saran dan pandangan Fraka 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai kenalkan 

Produk Domestik Regional Brute dan laju pertumbuhan 

apabiia dikaitkan dengan menjaga konsistensi Pendapatan 

Asii Daerah. 

Biia dikaitkan dengan PDRB dan laju pertumbuhan dengan 

kenaikan PAD memang secara (angsung tidak ada 

korelasinya. Hal ini bisa diiihat dari definisi PDRB adalah 

jumlah nilai produk atau pendapatan, pengeluaran yang 

dinilai pada suat j wilayah tertentu dan laju pertumbuhan 

adalah perbandingan antara PDRB atas dasar harga konstan 

tahun bersangkutan dengan PDRB tahun iaiu. Sedangkan 

PAD merupakan pendapatan yang digall oleh suatu daerah 
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memanfaatkan tanah-^nah tersebut untuk kegiatan, akan 

dikenakan sewa sesuai ketentuan yang berfaku. 

9. Terhadap permohonan penjeiasan dan harapan Fraksi Partai 

Goiongan Karya dan Fraksi Partal Amanat Nasronal tentang 

kondisi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya 

dapat disampaikan bahwa tdah dlupayakan dengan 

berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan dengan 

harapan dapat memberikan konstribus* PAD kepada 

P^er in tah Daerah. Namun demikian sampai saat ini 

terobosan yang dilakukan belum memberikan 

keuntungan/laba secara signffikan sehingga konstr^busi PAD 

baru seoatas pemenuhan target. 

10. Disampaikan terima kasih atas permohonan penjeiasan dari 

fraksi Partai Goiongan Karya, berkaitar dengan investasi 

untuk ?abr\k Pupuk Organik Maharani. Sejak tahun 2007 

dalam operasionalnya telah diadakan kerjasama 

Pengeloiaan Pabrik Pupuk Organik Maharani antara 

Pemerintah Kabupaten Lamongan der^gan PT. Anak Gresik 

Raya Gresik dlmarva pihak PT. Anak Greslk Raya seiaku 

pengelola Pabrik Pupuk Organik Petroganik di Kabupaten 
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Lamongan. Namun dalam pedcembangan opera^i^..^ , 

sampai dengan tahun 200S atau selama 2 tahun masih 

belum menunjukkan perkembangan yang menguntungkan 

{mengalami keruglan), sehingga belum bisa memberikan 

kontribusi PAD kepada Pemerintah Kabupaten lamongan. 

Seianptnya dengan memperhatikan perkembangan Pabrik 

Pupuk Organik Petroganik yang maslh beium 

menguntungkan, maka Pemerintah Kabupaten lamongan 

rr\er\\n}au kemball terhadap Perjanjlan Keriasama dimaksud, 

sehirygga pada tanggal 31 Desember 20QS dilakukan 

perubahan ber\tuk keriasama antara Pemerintah Kabupaten 

lamor]gan dengar\ PT. ladang miau Gre^k terhadap 

PerygelQlaan Pabrik Pupuk Organik Peboganik Kabupaten 

lamongan dalam ber\tuk kerjasama operaslor)a\ mulai 

tanggal 1 Januari 2009 dengan system target, seWtngga 

dalam tahun 2009 ini akan mendapatkan perdiehan PAD 

nya. 

11. Disampaikan terln^a kasih kepada yang Terhormat Fraksi 

ParXB\ Goiongan Karya atas pertanyaan tentang Paiak Callan 

Goiongan C sebesar 204 Juta 997 Ribu 100 Rupiah. 
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Mengenai kerusakan ftngkungan aWibat pengamb^ian Bahan 

GaWan Goiongan C dapat dijeiaskan bahv/a Pemenntah 

Kabupaten lamongan telah melakukan koordlnasi 

pengawasan dengan pihak terkait terutama dalam 

memt}er'\k3r\ \j\n penggallan harus memperhatjkan 

kelestahan llngkungan sekltar dan apabWa me\ar}gqar 

ketentuan akar\ d\kenakar\ sanksl. 

B. BELANJA DAERAH 

L DMAS PEHDIOIKAH 

Ter-hadap perrr\\r\taan per\ie\asar\ frak^ Partal 

K^ngkitan Bangsa agar kedepan ting)^t transparans^ 

seAeksl beasisv^a mahaslswa lebih ditingkatkan dan 

hasihya dlumumkan secara terbuka kepada mas/arakat, 

d'sampalKdn tetlmakaslh dan akan manjadlkan perhatian. 

Adapun mengenai pengembar^gan bahasa mandarin, 

telah dfkembangkan dltlga SMA Negerl dan pada tahur\ 

20O9 telah dikembangkan men}ad\ tujuh SMA Negerl, 

salah satunya d\ sekolah kejuruan. Sedangkar\ 

keteriambatan tunjar\gan fungslorial untuk pendldikan 
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dikarenakan turunya dana dari Pemerinrah Pusat dan 

petunjuk teknisnya mengalami keteriambatan sehingga 

berpengaruh pada reaiisasinya. 

Atas usul dan saran yang disampaikan Fraksi Partal 

Amanat Nasional mengenai sarana dan prasarana 

pendldikan, akan menjadikan perhatian pihak eksekutif. 

Mengenai permohonan dari Fraksi Partai Goiongan Karya 

dengan Warga Beiajar perlu dibekali keterampilan 

Fungsional, ha! tersebut sudah dilaksanakan dan akan 

ditlngkatkan. 

. RSUDDR.50EGIRI 

Terhadap permohonan penjeiasan Fraksi Kebangkitan 

Bangsa terkait dengan belanja yang iebih besar dari yang 

disedrakan, dapat dijeiaskan bahwa keiebihan realisasi 

belanja dikarenakan penerlmaan askes meiebihi target 

yang dianggarkan sehingga biaya operasional dan 

pemellharaan askes menyesuaikan penerimaan. 
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3. DINAS PU BINA MARGA 

Atas permohonan Fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap 

program dan kegiatan pemellharaan rutin masing-masing 

sebesar 5 juta 500 ribu rupiah, dapat dijeiaskan bahwa 

kegiatan tersebut bukan untuk jenis kegiatan yang sama, 

namun dipergunakan untuk tiga kegiatan antara lain 

untuk jasa pemeiiharaan servis perlengkapan kantor, 

peralaten kantor dan pemeiiharaan meubelair. 

Terhadap saran dan himbauan dari Fraksi Partai Amanat 

Nasionai untuk melakukan upaya nyala dalam 

melaksanakan pembangunan sarana transportasi di 

pedesaan serta pembangunan pefosok Iainnya, balk 

kwantitas maupun kwalitas serta peningkatan fungsi dan 

peranan pengawas akan menjadikan perhatian. 

Mengenai harapan dari Fraksi Partai Goiongan Karya 

terhadap pembangunan infrastruktur jalan Peketjaan 

Umum Kabupaten dan jaian poros desa yang saat ini 

mengalami kerusakan akibat bencana atam curah hujan 

tinggi, akan segera dilakukan perbaikan. 
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4. DINAS PU PENGAIRAN 

Menganai permohonan penjeiasan dari Fraksi 

Kebangkitan Bangsa atas kegiatan belanja barang dan 

jasa alat tulis kantor yang terserap habis, hal tersebut 

dipergunakan untuk menyelesaikan 35 paket kegiatan 

dan memenuhi kebutuhan alat tulis kantor pada 7 UFT. 

5. DINAS PU CIPTA KARYA 

Atas permohonan penjeiasan yang disampaikan Fraksi 

Kebangkitan Bangsa dan Fraksf Partai Goiongan Karya 

terkait dengan realisasi penyerapan kegiatan jasa 

konsultasi dan belanja modal konstruksi bangunan pasar 

dapat dijeiaskan bahwa untuk kegiatan pembangunan 

konstruksinya menggunakan kontrak multi years atau 

tahun jamak yang dimulai tahun 2003 sampai dengan 

2010 dan pada akhir tahun 2008 kemajuan fisiknya 

mencapai 30% sedangkan penyerapan dana sebesar 

25%, selanjutnya akan dianggarkan kembali dalam tahun 

2009. 
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6. DINAS KELUARGA BERENCANA DAN KE5EJAH-

TERAAN SOSIAL 

Mengenai pernrohonan penjeiasan Fraksi Partai Goiongan 

Karya atas kegiatan pendataan dan pengentasan 

kemiskinan dapat dijeiaskan bahwa mekanisme 

pendataannya meiiputi tahap persiapan dengan kegiatan 

pembekalan pada petugas dan per>gadaan blanko. 

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan meiiputi 

pengumpuian data dari rumah kerumah yang dilakukan 

oleh kader pendata dan dilaporkan secara berjenjang 

mulaf tingkat dusun sampai kepemerintah pusat. Adapun 

kriteria yang digunakan dafam menentukan tahapan 

pencapain tingkat kesejahteraan kduarga meiiputi 12 

variabei. Selanjutnya terkait dengan tindak ianjut 

pendataan dipergunakan sebagai salah satu data basis 

untuk pembeilan alat konUasepsi keluarga berencana. 

7. KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

Atas permohonan penjeiasan Fraksi Partai Goiongan 

Karya mengenai pemberangkatan transmigrasi swakarsa 
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berbantuan dapat dijeiaskan bahwa transmigrasi 

swakarsa berbantuan yang dlberangkatkan ke 

Kalimantan Selatan dan Kalimantan nmur yang realisasi 

hak para transmigrasi dalam memperoleh lahan usaha 

dan lahan tempat tinggaf beserta rumah telah sesuai 

dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 

1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi, dimana iuas 

lahan pekarangan yang ditorima masing-masing 0,25 

hektar, rumah tempat dnggal tipe 36 dan lahan ''usaha 

satu" 0,75 hektar dan "usaha dua" atau belum siap pakai 

seluas 1 hektar. Sedangkan hak kepemiilkan lahan 

didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 

1999 yang ketentuan hak kepemiilkan lahan akan 

diberikan apabiia transmigran tdah menempati lahan 

tersebut sekurang-kurangnya 5 tahun, adapun 

kebutuhan sarana produksi dan fasilitas sos/al telah 

dfpenuhi dan menjadi satu paket program transmigrasi 

tersebut. 
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2. Pemelasan mengenai status hukum asset tetap tanah 

senilai 1 Trilyun 522 Milyar 609 Juta 833 Ribu 195 Rupiah 

atau sebanyak 1.278 bidang, dapat disampaikan sebagai 

berikut: 

• Tanah senilai 1 Trilyun 298 Milyar 583 Juta 182 Ribu 

Rupiah atau sebanyak 583 bidang terdiri dari asset tanah 

senilai 567 Milyar 345 Juta 873 Ribu 195 Rupiah sudah 

bersertifikat dan senilai 731 Milyar 237 Juta 309 Ribu 

Rupiah mempunyai bukti kepemiilkan yang sah berupa 

Berita Acara Serah Terima Penyerahan asset tanah dari 

Pemerintah Propinsi Jawa Timur khususnya bidang 

pengairan, pendldikan dan bidang pertanian ; 

• Tanah senifai 224 Milyar 26 Juta 651 Ribu Rupiah atau 

sebanyak 695 bidang dalam proses sertffikasi secara 

bertahap. Tanah senilai tersebut di atas terdiri dari tanah 

jaian-jalan Kabupaten, jalan-jalan Kelurahan dan tanah 

makam. 

3. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lamongan Tahun 2008, untuk asset tetap dari SKPD Bupati 

Kepala Daerah dan Wakif Bupati Kepafa Daerah sudah 
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melekat pada asset tetap Sekretarlat Daerah, sedangkan 

untuk asset tetap Badan Pengawas sudah ada dan akan 

dilampirkan dalam lampiran keuangan. 

Permohonan penjeiasan Fraksi Partai Goiongan Karya 

penyebab permasalahan atau kendala atas kemaretan 

pengembalian pinjaman revolving pada Dinas Perikanan, 

Peternakan dan Kelautan Kabupaten Lamongan dalam 

pengadaan sapi bibit, sap! kereman, PMI sawah tambak dan 

pinjaman kepada Aspela yang terjadi pada tahun 2002, 2003, 

dan 2004 yang nrlalnya mencapai 650 juta ruprah dapat 

disampaikan sebagai berikut; 

1. Adanya anggapan bahwa dana revoiving tersebut 

merupakan dana hibah atau bantuan; 

2. Penerima Pinjaman sudah meninggal dunia; 

3. Penerima Pinjaman pindah keiuar daerah; 

Sedangkan terhadap siapa yang bertanggung jawab atas 

pengembalian pinjaman pasar desa bagi kepala desa yang 

sudah habis masa jabatannya, dapat dijeiaskan bahwa 

pinjaman tersebut bukan atas nama perorangan akan tetapi 

atas nama lembaga pemerintah desa yang bersangkutan. 

lawdlkin EhckulifPemandangiin Uinum DPRD 2009 32 



Untuk jangka waktu pinjanrjan pasar desa tersebut kepada 

pemerintah daerah adalah 5 sampai dengan 10 tahun. 

m.UIN LAIN 

1. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 

Terhadap harapan tentang peningkatan hasil kuafitas 

pelaksanaan pekerjaan dapat disampaikan bahwa SKPD 

seiaku penanggungjawab kegiatan telah memberikan 

sanksi apabiia pekerjaan tidak sesuai dengen bestek 

berupa penundaan angsuran pembayaran (termljn) dan 

selanjutnya angsuran pembayaran dimaksud baru akan 

dibayarkan kemudfan setelah rekanan yang bersangkutan 

menyempurnakan hasil pekerjaannya. 

2. SURAT HAK MILIK TANAH 

Disampaikan terima kasih kepada Fraksi Partai Amanat 

Nasional atas sarannya terkait belanja modal pengadaan 

tanah untuk surat bukti hak kepemiilkan dalam rangka 

pefepasan hak atas tanah, sebagai aids haknya selalu kamI 

lampirkan, apabiia sudah bersertifikat dlsertakan sertlflkat 
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asllnya dan apabiia belum bersertifikat dlsertakan foto kopl 

C nya yang dilegalisir Kepala Desa sebagai dasar 

penguasaan. 

. WISATA BAHARI LAMONGAN 

Terhadap apresiasi Fraksi Partai Amanat Nasional yang 

telah memberikan perhatian dan saran demI kemajuan 

Wisata Bahari Lamongan dapat diurafkan sebagai berikut; 

a. Pembaglan Deviden tetap diserahkan ke kas Daerah 

Kabupaten Lamongan, sedangkan tahun ini deviden 

dttarget sebesar 9 milyar 500 juta rupiah. 

b. Adapun untuk saran-saran Iainnya mengenai 

peningkatan pefayanan dan adanya keterwakiian 

unsur Pemerintah Daerah dalam mengambil 

kebijakan serta perhatian PT. Bum! Lamongan Sejati 

terhadap masyarakat sekitar WBL, akan kami 

perhatlkan. 
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SISTEM PENGAWA5AN 

Atas saran Partal Amanat Nasional berkaTtan dengan 

peningkatan pengawasan terhadap kualitas 

pembangunan fisik dan menyarankan Eksekutif untuk 

melakukan penambahan petugas pengawas proyek, 

disampaikan terima kasih. 

Mengingat untuk penambahan pengawas proyek 

berlcaitan dengan sumber daya manusia (personil) 

maupun pembrayaan (anggaran), maka untuk itu 

Eksekutif akan berupaya memaksimalkan dan 

meningkatkan sumber daya manusia (personil/pengawas 

Iapangan) yang ada. Namun demikian apabiia 

penambahan petugas proyek dirasa sangat dibutuhkan 

maka Eksekutif akan merealisasikan saran Partai Amanat 

Nasionai tersebut. 
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5. ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN 

Terimakaslh atas apresiasi yang diberikan oleh Fraksi 

Partai Goiongan Karya atas realisasi penerimaan Retribusi 

Kependudukan, selanjutnya eksekutif akan (ebih 

mengintesifkan sosialisasj dengan melibatkan eiemen-

elemen masyarakat Lamongan- Perlu dijeiaskan bahwa 

sGjak ditetapkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2006 

dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 

Tahun 2007 Eksekutif teJah melaksanakan sosialisasj 

dengan melibatkan eiemen-elemen masyarakat meialui 

pertemuan tingkat kecamatan, dialog interaktif di RKPD, 

pengedaran poster dan leaflet 

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat, 

Demiklanlah keseluruhan jawaban dan penjeiasan pihak Eksekutif 

atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Yang Terhormat 

yang dapat saya sampaikan pada Sfdang Paripurna Tahun Sidang 

2009 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan 

dalam rangka pembahasan Laporan Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2008, 
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Selanjutnya kepada segenap Hadtrin dan Anggota Dewan Yang 

Terhormat saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan 

perhatiannya dalam mengikuti keseluruhan jawaban ini. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan 

bfmbingan kepada kita sekalian. 

Seklan terima kasih. 

H. M A S F U K ^ S H 
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8. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN 

KOPERASI 

Atas pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional mengenai 

kemudahan untuk memperoleh modal bagi UKM dan 

Koperasi, upaya yang dilakukan adalah melalui 

pemberian informasi pada seluruh masyarakat melalui 

pusat informasi dan promos! produk ungguian, serta 

memberikan pembinaan dan peiatihan kepada pelaku 

UMKM yang dilaksanakan setiap tahun. Hal tersebut juga 

sebaga peningkatan peran dan fungsi Dinas Perindagkop 

dalam upaya peningkatan pengembangan ekonomi 

berska'a mikro. 

9. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 

Atas saran dan masukan Fraksi Partai Amanat Nasionai 

terhadap optiniallsasf sektor pariwisata, dengan 

memperhatikan peningkatan sarana dan prasarana serta 

penerbban lalu iintas dijalur pantura, khususnya pada 

hari I'bur, akan menjadi perhatian pihak Eksekutif. 
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10. BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 

Terhadap permohonan penjeiasan Fraksi Partai Goiongan 

Karya mengenai implementasi kegiatan program 

peiatihan antisipasi demo, kerusuhan dan gangguan 

keamanan serta pencegahan tindak kriminal, upaya yang 

dilakukan adalah menyiapkan tenaga personiJ keamanan 

serta berkoordinasi dengan Polres dan Kodim. Sedangkan 

Poiisi Pamong Praja kegiatannya dititik beratkan pada 

penegakan Perda. 

11. BADAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH 

a. Terhadap permohonan penjeiasan Fraksi Kebangkitan 

Bangsa terkait dengan belanja daerah tahun 2008 

yang dibelanjakan untuk belanja asset tetap Iainnya 

yang penggunaannya mencapai 99,04% sehingga 

penyerapannya dipandang tidak efisien, hal tersebut 

dapat dijeiaskan bahwa belanja asset tetap Iainnya 

tersebut antara lain dipergunakan untuk membell 

buku-buku perpustakaan baik di Kantor Arsip dan 
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Perpustakaan maupun di sekoiah sekolah. Disamping 

itu juga untuk pembeilan alat peraga dl TK/SD se 

Kabupaten Lamongan. Hal tersebut dilakukan untuk 

meningkatkan kegiatan pendldikan sehingga 

pemanfaatan belanjanya lebih maksimal. 

b. Terkait permohonan penjeiasan Fraksi Kebangkitan 

Bangsa terhadap realisasi belanja transfer bagi hasll 

dalam bentuk belanja bagi hasll retribusi yang 

realisasinya meleblhl 100%, hal tersebut dapat 

dijeiaskan bahwa belanja kegiatan bag! hasil retribusi 

tersebut adalah belanja bagi hasil retribusi parkir 

berlangganan yang merupakan bagian Pemerintah 

Propinsi Jawa Timur dan Pofres Lamongan. Karena 

realisasi pendapatan parkir berlangganan melebihi 

target, maka belanja bagi hasilnya juga ikut 

menlngkat. 

c. Adanya sisa realisasi belanja modal yang menurut 

pengamatan Fraksi Partai Demokrasi Indor>esia 

Perjuangan yang hanya terealisasi 90,777o sehingga 

bisa dipandang sebagai sebuah kemunduran kinerja, 
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haT tersebut dapat dijeiaskan bahwa, pelaksanaan 

belanja modal adalah berdasarkan penawaran 

pekerjaan yang dilakukan oleh para rekanan 

pengguna jasa, sehingga nilainya sesuai dengan 

kontrak pekerjaan. 

d. Menanggapi analisa yag disampaikan ofeh Fraksi 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap 

besaran proporsi befanja daerah, perlu dipahami 

bersama bahwa penentuan kebijakan anggaran adafah 

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga 

Pemerintah Daerah. Kami memahaml bahwa untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut, befanja operasional 

yang merupakan belanja yang bersifat wajib seperU 

belanja gaji dan belanja operasional yang bersifat 

adminlstrasi masih menempati porsi yang paling 

besar, Namun demikian hal tersebut juga semata-

mata untuk pelayanan kepada masyarakat dan 

penyelenggaraan pemerintahan, Untuk belanja 

pembangunan, tetap menjadi komltmen Pemerintah 

Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan skeme 
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pembiayaan melalui APBD maupun pembiayaan [fntas 

sektoral dari Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah 

Pusat 

G. Terhadap permohonan penjeiasan Fraksi Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai rendahnya 

realiasast komponen belanja honorarium, hal tersebut 

dikarenakan adanya tenaga kontrak yang diangkat 

menjadi PNS, sehingga berakibat banyaknya sisa 

anggaran yang tidak terserap. 

Sedangkan untuk penyerapan belanja modal yang 

dirasa memiliki kinerja yang rendah, pihak Eksekutif 

kurang sependapat. Dengan daya serap belanja modal 

yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dan 

akuntabilitas, khususnya untuk befanja modal yang 

sebagian besar telah dilaksanakan pengadaan barang 

dan jasa yang lebih baik, sehingga anggaran dapat 

ditekan, hal inilah yang menyebabkan realisasi belanja 

modal dapat mencapai efisiensi hampir 10% pada 

Tahun Anggaran 2008. 
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f. Terhadap tanggapan yang disampaikan Fraksi Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi 

Kebangkitan Bangsa mengenai turunnya prosentase 

belanja secara keseluruhan, dan kenaikan belanja 

Pegawai yang tidak diimbangi dengan peningkatan 

volume dan output kegiatan, dapat disampaikan 

bahwa, memang seiama 3 tahun terakhir 

sebagaimana data yang diungkapkan, proporsi belanja 

secara keseluruhan mengalarri penurunan balk 

ditinjau dari proporsi belanja operasional maupun 

belanja modal. Penurunan ini disebabkan tidak 

berimbangnya tamtohan Pendapatan Daerah 

khususnya Dana Perimbangan yang diafokaslkan 

untuk kebijakan penambahan pegawai sehingga 

menyebabkan menu run nya belanja program dan 

kegiatan. Oleh karena itu, atas saran yang 

disampaikan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional agar 

lebih mengefisiensikan belanja, khususnya belanja 

operasi, maka daiam proses penentuan alokasi t»danja 

tersebut akan lebrh dipertajam prioritas dan 
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plafondnya, sehingga dapat memaksimalkan 

pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan 

ekonomi. 

Berkaitan dengan hal tersebut saran yang 

disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan untuk melakukan evaiuasj kinerja aparatur 

daerah dalam kerangka reformasi birokrasl, 

merupakan kebijakan yang progresif untuk lebih 

menekankan efisiensi, sekallgus memaksfmalksn 

kfnerja pemerintahan. Langkah pembenahan birokrasi, 

balk melafui penataan organisasi SKPD yang ditopang 

peningkatan sumber daya aparatur, telah dilakukan 

ofeh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Sehingga 

diharapkan mampu menjafankan misi yang diemban 

baik sebagai penyelenggara pemerintahan, pelayanan 

masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. 

g. Atas tinjauan yang disampaikan mengenai kebijakan 

belanja hibah, dapat dijefaskan bahwa besarnya 

belanja hibah yang dialokasikarf didalam APBD 

Kabupaten Lamongan Tahun 2008 merupakan 
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kebijakan stimulus pemerataan pembangunan antar 

wilayah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat. Hibah yang diberikan berupa 

pembangunan jalan poros desa diharapkan mampu 

memberikan akses pembangunan sampai ke Desa, 

selain itu untuk penyediaan asuransi kesehatan 

kepada masyarakat miskin diluar database, sehingga 

mampu mengakses pelayanan kesehatan di rumah 

sakit dan banyak stimulus lag! yang dlkeluarkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Lamongan. 

h. Harapan yang disampaikan agar anggaran belanja 

hibah ini diimbangi dengan proses akuntabilitas yang 

memadai, hal tersebut sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008, bahwa 

pemberian dana hibah harus mendapatkan 

persetujuan Kepala Daerah yang didasarkan alokasi 

penetapan dana hibah, dimana prosesnya harus 

melalui pembahasan Rancangan APBD yang 

ditetapkan oleh DPRD. Dengan demikian mekanisme 
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pengguliran dana hibah tersebut sudah melalui proses 

verifLkasi, 

i. Saran dari Fraksi Partai Amanat Nasional agar 

Pemerintah Daerah seiaiu meningkatkan pendapatan 

sesuai dengan potensl, akan dilakukan upaya secara 

terus menerus. Upaya pendataan masing masing 

potensi baik pajak daerah maupun retribusi daerah 

dengan menugaskan petugas pemungut yang punya 

tanggung jawab dan diimbangi dengan pengawasan di 

Iapangan. 

12. DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN 

Disampaikan terima kasih kepada Fraksi Partai Amanat 

Nasionai atas pendapat dan masukkan utamanya 

perhatian terhadap Desa yang terkena bencana banjir, 

selanjutnya dapat dijeiaskan sebagai berikut: 

Bahwa dalam rangka meringankan beban penderitaan 

petani korban banjir, Pihak Eksekutif pada tahun 2008 

teiah memberikan bantuan benih oadi dan jagung 

kepada para petani melalui keiompok tani. 
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Jumlah total bantuan benih padi yang disalurkan adalah 

sebanyak 6L675 Kg dan untuk benih jagung sebanyak 

9.300 Kg, bantuan benih tersebut diberikan secara 

prioritas. 

Disamping itu dafam rangka meningkatkan produksi dan 

produktifitas tanaman pangan dan daiam rangka 

mensukseskan Program Peningkatan Beras Nasional 

(P2BN) serta meningkatkan kesejahteraan petani maka 

Pemerintah Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan 

Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa "nmur meialui APBD 

tahun 2008 tefah melaksanakan perbaikan infrastruktur 

antara lain : 

a. Jaringan irlgasl sepanjang 42.5 Km. sebesar 600 Juta 

Rupiah yang dipergunakan untuk Kegiatan Jarfngan 

Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) sebesar 375 Juta 

Rupiah dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) sebesar 225 

Juta Rupiah. Dana tersebut dimanfaatkan untuk 

perbaikan JITUT pada 8 Kecamatan dan 4 Kecamatan 

untuk perbaikan JIDES. 
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b. Jalan usaha tani sepanjang 3.000 M dengan jumlah 

dana sebesar 150 Juta Rup*ah pada 2 Kecamatan 3 

Desa antara la in : 

- Kecamatan Lamongan l Desa yaitu Desa Wajik 

- Kecamatan Sekaran 2 Desa yaitu Desa Ngarum dan 

Desa Trtik 

Atas saran dan usui Fraksi Fartar Amanat Nasjonal 

terhadap keberadaan Dinas Pertanian dan Kehutanan 

Kabupaten Lamongan, sudah saatnya memlUki kantor 

yang representatif ler>gkap dengan sarana pendukung, 

baik fisik maupun non fisik, usuian dan pendapat serta 

saran tersebut sejalan dengan pemikiran Eksekutif, 

mengingat keberadaan Kantor Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kabupaten Lamongan yang dibangun pada 

tahun 1979 melaiui dana APBN, saat inr keberadaannya 

kurang memenuhi standar pembangunan antara lain : 

- Scape bangunan lebih rendah dari jaian raya, 

sehingga apabiia hujan berakibat halaman tergenang 

air 

- Struktur bangunan khususnya atap sudah mulai rusak 
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- Dengan Jiimiah staf yang banyak, keberadaan tempat 

sangat kurang. 

Dalam rencana pembangunan renovasi gedung/kantor 

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan 

diusulkan berstruktur tingkat 2 (dua) yang diajukan 

melalui dana APBD tahun anggaran 2010 dengan kisaran 

biaya sebesar 3 Milyar 775 Juta Rupiah, ditambah dana 

untuk sarana pendukung sarana non fisik sebesar 600 

Juta Ruprah, dengan demikian diperfukan dana secara 

keseluruhan sebesar 4 Mrlyar 375 Juta Rupiah. 

C. PEMBIAYAAN DAERAH 

Mengenai permohonan penjeiasan Fraksi Partai Amanat 

Nasionai mengenai langkahHangkah yang dilaksanakan 

untuk menyelesaikan pengembalian Dana Revolving yang 

mengalami kemacetan, pihak Pemerintah Daerah dan PD. 

BPR Bank Daerah terus melakukan prinsip kehati-hatian 

(pmdencial) dan profeslonal serta memperhatikan kelayakan 

usaha, sehingga akan memberikan penbeiajaran kepada 

masyarakat untuk lebih mandiri. 
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Terkait dengan penenVnaan daerah agar ada intensinkasi 

pengembalian dana-dana revolving tepat waktu sehingga 

ti<lak membebani .embaga penyafur, hal tersebut sejalan 

dengan program Eksekutif. 

Sedangkan mengenar dana Revolving agar ditingkatkan 

minimal 15 sampai dengan 25% setlap tahun anggaran, hai 

tersebut akan menjadi perhatian Eksekutif untuk 

dipertimtiangkan dan dikaji iebih Ianjut sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah. 

Tentang dana investasi agar diutamakan kepada kegiatan 

yang mampu menggerakkan potensi basis, menyerap 

tenaga kerja iokal dan ramah lingkungan, disampaikan 

terima kasih hal tersebut sejalan dengan pemrkiran 

Eksekutif. 

U. NERACA DAERAH 

Terhadap saran Fraksi Partai Amanat Nasionai mengenai 

penyajian dan pengungkapan asset daiam Neraca, Pemerintah 

Daerah Kabupaten Lamongan tetah melakukan pengakuan 

asset berdasarkan harga peroiehan dan melakukan 
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pengelompokkan asset tetap yang mengalami njsak berat dan 

tidak dapat diperbaiki menjadi asset non produkcff, sehingga 

nilai asset yang ada di Neraca dapat mencerminkan nilai 

ekonomis dan nilai manfaat yang sesungguhnya, 

Sedangkan mengenai penyelesalan Piutang yang ada di dalam 

Catatan Atas Laporan Keuangan akan diselesaikan secara 

bertahap dan dilakukan dengan pendekatan yang tepat agar 

tingkat pengembalian piutang dimaksud lebih maksimal. 

Terhadap permohonan penjeiasan dari Fraksi Partai Goiongan 

Karya terkait dengan Neraca Daerah dapat disampaikan 

sebagai berikut; 

1. Mengenai penyusutan aset tetap daiam tahun 2008 dapat 

disampaikan bahwa sampai dengan saat ini aturan 

mengenai penyusutan asset tetap untuk laporan keuangan 

daerah belum diatur secara jelas, hanya memberikan 

prasyarat pemberlakuan penyusutan asset tetap, saat ini 

Pemerintah Kabupaten Lamongan masih menggunakan 

basis kas modiflkasi menuju akruai, sehingga penyusutan 

asset tetap belum diterapkan. 
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